PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor 102 Makassar 90223
Telepon (0411)-(854731)Faksimilli (0411)-(871160)

Laman :https://sulsel.kemenkumham

NOTULA
RAPAT HARMONISASI

RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR

Hari / Tanggal

Pukul

Tempat

Peserta Rapat
a. Hadir

b. Berhalangan Hadir

Acara

Jalannya Rapat

: Senin/ 03 Juni 2024
: 13.00 WITA - Selesai
: Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM

1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

2. Kepala Bappeda Kota Makassar.

3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota
Makassar

. Tim penyusun ranperda RPJPD Kota Makassar

. Staf Bagian Hukum Kota Makassar;

. Kepala Sub Bidang FPPHD

. Perancang Peraturan Perundang-undangan.

N~ o o A

: 1. Pembukaan

2. Sambutan Pimpinan Rapat
3. Pembahasan Harmonisasi
4. Kesimpulan

5. Penutup



A.

fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Daerah Kota Makassar
dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 09.00 Wita. Menindaklanjuti surat Wali Kota
Makassar Nomor  188.45/777/B-Huk/V/2024,Nomor188.45/778/B-Huk/\V/2024.,
Nomor188.45/779/B-Huk/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 dan surat nomor 188.45/825/B-
Huk/V/2024 tanggal 31 Mei 2024

Pembukaan

Dengan mengucapkan Assalamualaikum Wr.Wb dan selamat siang, rapat

Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Makassar yaitu ;

1.

Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045;
Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025;dan

Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Batas Wilayah

Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala.

. Pembahasan Harmonisasi.

. Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045;
- Perbaikan pada penyusunan materi muatan dalam sefiap pasal pada
batang tubuh
- Judul BAB lampiran diubah menjadi Tabulasi.
Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Perbaikan pada konsiderans menimbang
- Perbaikan pada konsiderans mengingat
- Perbaikan pada teknis perumusan norma dalam beberapa pasal dalam
batang tubuh
Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Perbaikan pada konsiderans menimbang
- Perbaikan pada konsiderans mengingat

, pada hari ini kita akan mengharmmonisasi



- Perbaikan pada teknis perumusan norma dalam beberapa pasal dalam

batang tubuh
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Batas Wilayah
Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala.

- Substansi pada Perkada wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Teniang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa

C. Kesimpuian . o

Berdasarkan tanggapan dan masukan dari peserta rapat, maka dapat

disimpulkan beberapa hal, antara l[ain :

1. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 diterima dan dapat
dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

2. Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024 diterima dan dapat dilanjutkan ke tahapan
berikutnya;

3. Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 diterima dan dapat dilanjutkan ke tahapan
berikutnya ; -

4, Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Batas Wilayah
Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala dikembalikan penuh untuk
dilakukan perbaikan pada subtansi dalam Rancangan Peraturan Kepala
Daerah.

D. Penutup

Rapat ditutup oleh Koordinator Perancang pada pukul 17.15 Wita dengan

mengucapkan terima kasih.

Disahkan Oleh,
Notulj JFT Perancang Perundang-undangan
agdya
Zulkifli Annas sriani

NIP. 197311201997031001 NIP. 197310112001122001



